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Editorial
Masalah perempuan buruh migran Indonesia belum juga tuntas 
diselesaikan. Selain karena beberapa di antara mereka terjerat kasus 
hukum, yang sering tidak mendapat perhatian serius adalah kecemasan 
yang mereka alami di negeri asing karena faktor bahasa, budaya, dan 
kedudukan sosial. Dalam banyak hal kita memang tertarik dan memberikan 
perhatian ketika mereka mendapat masalah hukum. Namun kegaduhan 
yang muncul di sekitar masalah ini sering kali tidak membawa jalan keluar 
yang memuaskan karena kasus hukum sebenarnya tidak lebih dari akibat 
dari seluruh frustrasi hidup yang dialami oleh perempuan buruh migran 
di luar negeri.
Dengan cita-cita ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik atau 
karena alasan-alasan lain seperti ingin mencari alternatif pekerjaan di luar 
desa, mengikuti jejak keluarga, terjebak dengan ajakan mediator, mereka 
meninggalkan desa tempat mereka hadir bersama keluarga. Arab Saudi, 
Malaysia, Kuwait, Singapura, Hong Kong, Taiwan dan masih beberapa 
negara lain lagi menjadi tujuan-tujuan mereka mengadu nasib. Tentu saja, 
di atas kertas sumbangan mereka bagi ekonomi keluarga pantas dicatat. 
Dengan mendapatkan upah sekitar satu hingga empat juta per bulan di 
luar negeri mereka dapat dijadikan panutan bagi banyak orang desa dalam 
hal peningkatan ekonomi keluarga dan pendidikan anak. Namun seluruh 
perjalanan hidup mereka sendiri tidak seluruhnya sesuai dengan harapan-
harapan mareka. Selain oleh perlakuan yang tidak pantas dari majikan 
mereka di luar negeri, budaya patriarki tempat asal mereka tetap menjadi 
bagian-bagian tak terpisahkan dari pengalaman sebagai perempuan buruh 
migran Indonesia.
RESPONS volume 22 no. 02 (2017): 143-146
© 2017 PPE-UNILA ATMA JAYA, Jakarta ISSN: 0853-8689
RESPONS – DESEMBER 2017
 144Respons 22 (2017) 02
Tulisan Pinky Saptandari merumuskan dengan sangat padat 
pengalaman eksistensial perempuan buruh migran tersebut dengan 
kalimat: “Bagi perempuan desa, menjadi buruh migran bukanlah pilihan.” 
Seandainya kelahiran merupakan momen kreatif bagi hidup seorang 
manusia untuk mengambil pilihan-pilihan hidup dan karena itu memiliki 
hak-hak konstitusional baik sebagai manusia maupun sebagai warga 
negara sebagaimana dikemukakan oleh Hannah Arendt, hal tersebut tidak 
berlaku bagi perempuan buruh migran Indonesia. Meskipun mereka 
menanggung 60% kehidupan keluarga: mencari uang, memelihara anak, 
mengurusi dapur dan menata rumah, mereka harus menerima kenyataan 
bahwa mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapat pengakuan 
sosial, ekonomi, dan budaya. Di luar negeri mereka tidak lebih dari buruh 
yang harus memberikan layanan total bagi majikannya tanpa batas waktu, 
di dalam negeri mereka adalah perempuan yang dalam budaya patriarki 
tidak memiliki peranan lebih dari mengurusi keluarga di bawah kemauan 
suami dan keluarga besarnya.
Perempuan buruh migran merupakan salah satu kelompok rentan 
yang memiliki peran yang besar dalam kehidupan keluarga tetapi tidak 
memiliki hak ekonomi, budaya, dan sosial yang sepadan. Mereka boleh 
menghasilkan uang, tetapi rumah dan tanah yang mereka beli tidak 
menjadi milik mereka sendiri tetapi menjadi milik pihak pria sebagai 
kepala keluarga; mereka dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka, 
tetapi karena faktor jarak, pendidikan anak ditentukan oleh kebijakan 
keluarga pria. Dalam budaya patriarki, perempuan buruh migran harus 
menerima kenyataan bahwa ia hanyalah pelengkap dalam kehidupan 
masyarakat pada umumnya.
Pengalaman eksistensial kecemasan seperti ini bukanlah sebuah 
pengalaman psikologis semata-mata. Pengalaman eksistensial ini memiliki 
basisnya pa da interaksi sosial kultural. Dengan label ‘buruh migran’ 
mereka sudah diidentifi kasikan secara sosial sebagai kelompok masyarakat 
dengan dua ciri berikut ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang 
EDITORIAL
 145 Respons 22 (2017) 02
asing. Posisi ini membuat perempuan pencari kerja di luar negeri tidak 
dapat disetarakan dengan warga negara tempat mereka bekerja. Dengan 
meninggalkan Indonesia, mereka benar-benar menjadi orang asing yang 
harus mengintegrasikan diri dengan budaya dan aturan negara tujuannya. 
Yang kedua, relasi yang tidak setara ini diperdalam dalam relasi ekonomi: 
hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka menjadi relasi antara 
majikan dan bawahan, antara pemilik kerja dan pelaksana kerja. Relasi 
ini tidak hanya mencerminkan kedudukan mereka di hadapan majikan 
konkret, tetapi sekali gus mendudukkan mereka dalam pola relasi sosial 
yang lebih luas dalam sebuah kelas sosial. 
Rekonstruksi sosial-linguistik atas relasi yang tidak setara ini dapat 
merupakan sebuah langkah konstruktif emansipatoris. Pengenalan 
situasi kerja di luar negeri, peningkatan standar minimal pendidikan dan 
keterampilan, serta advokasi mengenai hak dan kewajiban normatif perlu 
untuk itu. Namun yang penting adalah rekonstruksi budaya terhadap 
perempuan buruh migran, dari budaya patriarki kepada budaya yang 
lebih egaliter dan adil. Narasi kecemasan hidup perempuan buruh migran 
adalah narasi para pencari keadilan. Mereka menyadari bahwa mereka 
miskin, berasal dari sebuah desa yang jauh dari fasilitas-fasiltas perkotaan. 
Namun mereka ingin agar nasib sebagai manusia miskin pedesaan harus 
diubah. Menggunakan bahasa Benjamin Molan dalam artikel kedua 
edisi Respons ini, opitimisme ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
“Orang yang bernasib buruk, karena dilahirkan dari keluarga miskin… 
mampu memperbaiki nasibnya.” Rekonstruksi budaya dapat dilakukan 
dengan membongkar struktur budaya patriarki. Penyelamatan mereka 
yang terpinggirkan dari nasib buruk tidak akan datang dari luar tetapi 
dari konsientiasi atas nasib buruk mereka dan struktur-struktur yang 
mengakibatkan nasib buruk tersebut.
Selain dengan langkah konsientisasi, rekonstruksi sosio-linguistik 
dapat dilakukan dengan menghidupkan suasana komunikasi. Langkah 
ini perlu diambil karena dalam budaya patriarki komunikasi berjalan 
RESPONS – DESEMBER 2017
 146Respons 22 (2017) 02
satu arah, dari atas ke bawah. Alexander Seran mengungkapkan bahwa 
manusia hidup dalam komunikasi dan bahasa, karena hanya dalam bahasa 
ia mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia, baik sebagai pribadi 
maupun sebagai anggota masyarakat. Basis komunikasi itu sendiri ada 
dalam dunia kehidupan, namun untuk menghindari komunikasi budaya 
patriarki, argumentasi rasional perlu dibangun di kalangan perempuan 
buruh ketika menghadapi budayanya sendiri, tantangan pekerjaannya di 
luar negeri, dan jika perlu menghadapi keluarganya sendiri. Komunikasi 
berbasis argumentasi pantas menjadi bagian dari langkah rekonstruksi 
sosio-linguistik.
Argumentasi rasional tentu tidak mudah dibangun, tetapi bisa 
dibangun oleh siapa pun yang rasional. Kasdin Sihotang membantu 
merinci ciri-ciri pemikiran rasional tersebut, antara lain: kesadaran akan 
keterbatasan diri, termasuk keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 
dalam pergaulan; keberanian intelektual dalam menghadapi tantangan-
tantangan baru; empati pada situasi dan kepentingan-kepentingan orang 
lain; integritas intelektual untuk hidup konsisten antara apa yang dipikirkan 
atau dikatakan dan apa yang dilakukan. Pergumulan perempuan buruh 
migran memang tak akan berakhir seandainya mereka sendiri tidak berani 
secara sadar dan rasional mempersoalkan apa yang mereka alami dalam 
suasana komunikasi dengan mereka yang terkait (Mikhael Dua)
